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APBD Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah V

Bupati Gde Agung Pimpin Rapat
Evaluasi APBD Triwulan I-2015

Ngurah Arirnbawa. Selain dihadiri langsr,rng
oleh Bupati Cde Agung. rapat tersebutjugi
dilradiri Wabup I Made Sudiana, Sekdn
Badung Kompyang R. Swandika serta
pejabat lengkap lingkup Pemkab badunq
ternasuk camat, lrrrah serla sekretarii
SKPD di Badune.

Berken ran dengan komitmen melaksa n:r -
ka n pengadaan bara ng da n jasa ya ng menjadi
sttmuLrn ppndurong pert rrrnbtrh;rn ekon,,rt r r

daerah, Bupati Gde Agung mcnjelaskan'
bahwa dalam era keterbukaan sekarans
ini. kltususnya dr bidang pengadaan barnng/
Jasa, semak'n dttuntut unluk lnemcn hi
prinsip transparansi pengadaan. Sesuar
komitmen Pemkab Badirng guna menjamin
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Ba-
dung berjalan bersih dan tmnsgaran. Bupati
mengingatkan kepada para Kepala SKPD
agar memperhatikan dengan baik kewajiban
terhadap RIIP ini. Oleh karena itu. Bupati
minta Kepala SKPD agar selalu hr.rk,,,rdr-
nasi dengan Kepala LPSE dan Kepala ULP
terkait hal tersehut. sehirgga tidak redadi
kesalahan dalam pemenuhan prinsip trans-
paransi pengadaan tersebut.

Ditambahkan bahwa pada pertengahan
bulan Jamrari yang lalu tepatnya pada
tanggal 16 januari 2015, Presiden rnenge-
luarkan instruksi berkaitan derrgan perie-
patan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemedntah. Instruksi ini harus disikapi
secara sungguh-sungguh oleh seluruh
komponen pemerintahan daerah. baik
eksekutif maupun legislatif. Bupati juga
minta perhatian anggota TAPD agar tetap
menjaga kinerja yang sudah dicapai selama
ini sehingga penetapan APBD selalu tepat
waktu. Sehingga Kepala SKPD sudah bisa
mengumumkan RUP tahun berikutnya
sebelum berakhirnya taltrrn anggaran hor-
jalan. Hal ini penting karena merupakan
keharusan sesuai aturau jrga untuk bis;r
mempercepat pelaksanaan petetangaii:
Yang paling penting dari instrul<si tersebut
adalah proses pengadaan barang/jasa harus
sudah selesai paling lambat bulan Nlaret
tahun berjalan. (193)

GUNA memastikan pnrgram dan keg,
iatan ponrbangunan di Kabupaten Badrrng
DFrJararl rtenqan maksl laj. seh jngga
berdampak positif tethadap pertumbuhin
ekonomi daerah. maka Bupati Badung
Anak Aglng Gde Agung nemimpin langl
sung rapat evaluasi untuk memonitor
dan mengcndahkan pelaksanaan APBD
Triwulan I tahun 2015. Rapat yang secara
rutin dilaksanakan setiap akhir triwulan
tiap tahun ini guna melihat hasil capaian
kinerja pad;r tahun sebelumnya {2014)
untuk dijadikan tolok ukur dan bahan kom-
parasi pelaksanaan anggaran pada 2015.
Dalam rapat evaluasi yang dipandu oleh
Sekretaris Daerah Kompyang R Swandika
terbebut juga terungkap bahwa secara
kuantitas, realisasi yang dicapai pada tahun
anggaran 2014 sudah culup bait dengan
capaian realisasi keuangan sebesar 88,79
% serta capaian belanja modal sebesar
8.1,687o dan melalui pemilihan penyedia
barang/jasa secara transparan yang telah
drlakukan mpnghasrlkan efisensi yang
cukup tinggi yaitu sebesar 16,307o (Rp
191.255.940.1r8).

"Saya memberitan apresiasi yang tinggi
atas khela selumh pimpinan SKPD beserta
stal yang telal bekerja keras, sehingga kiner-
ja peme"intahan dan capaian pembangunan
di Kabupaten Badung menunjuklan hasil
yang membanggalan. sehingga pemerintah
pusat memberikan atensi khusus termasul
kehadiran langsung Mendagri secara khusus
di Kabupaten Badung ini sal,ah satu bukti
bahwa kinerja kita mendapat apresiasi dari
Kemendagri, oleh karenanya apa yang
telah kita capai hendalnya dipertahankan
dan terus dithgkatkan di masa yang akan
datang," demikian antara lain ditegaskan
Bupati Badung saat rapat evaluasi triwulan
pertama APBD TA 2015 di Ruang Kertha
Gosana, Kamis (?4) Ialu.

Selain agenda evaluasi, pada rapat t€rse-
but juga dilaksanakan sosialisasi Peraturan
Bupati Badung No. 58 Tahun 2014 tentang
Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten
Badung oleh Kepala Kantor Arsip A.A.
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Candra Laporkan

Kekayniln
Hanya Sekali
Denpasar (Bali Post)

Tomi Murtomo, saksi dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kamis (2/4) membeber keka-y-aaTrnan-
tan Bupaii KlungkungWayan Candra. Dia dihadirkan
.lpU Uaae Pasek' Suhadi dkk. Di persidangan yang
dipimpin hakim Hasolan Sianturi denga-n ItqBiT
anggoia Hartomo dan Sumali itu, saksi dari KPK
me"ngaku bahwa Candra hanya sekali mengirim hasil
kekayaannya, yakni tahun 2008.

Wayan Cand,ra
Bali Posudok
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Apa yang anda ketahui
tentang laporan kekayaan?
tanya ketua hakim Haso-
loan Sianturi. Tomi dari
KPK mengatakan. dari cata-
tannya, Candra baru sekali
melaporkan harta kekayaan
sebagai pejabat nega ra,
yakni tahun 2008.

"lni berdasarkan per-
mintaan KPK. setelah
menyurati Maret 2008,
dipenuhi September 2008,"
katanya. Sedangkan tahun
2011 KPK kembali me-
nyurati supaya melapor-
kan kekayaannya. "Namun
sampai sekarang terdakwa
belum melaporkan," tandas
petugas KPK.

Bisa dijelaskan laporan-
nya? tanya hakim kembali.
Pihak KPK mengata kan,
penghasilan yang dilapor-
kan terdakwa total Rp 333
juta per tahun. Ada juga
pengasilan sebagai Bupati
Klungkung, pengasilan pro-
fesi Rp 30juta setahun, pen-
gasilan kekayaan. Bahkan,
ada juga dibeber penghasi-
lan istrinya, serta gaji pokok
Rp 6 juta per bulan. Selain
itu ada juga harta tak berg-
erak Rp 12 miliar, ada juga
perhiasan dan lainnya.

Saksi yang bertugas di
bagian laporan hasil keka-
yaan pejabat negara (LKH-
PN) ini juga menerangkan
bahwa harta kekayaan yang
dimiliki setelah diverifikasi
sebanyak Rp 1,76 miliar.
Salah satu yang dikoreksi
adalah nilai saham. Saat
diajukan nilainya Rp 300
juta lebih, terkoreksijadi Rp
100 juta lebih. Saksi KPK
lainnya. Udin Jalaludin.

Saksi merupakan pegawai
fungsional pada pemeriksa
gratifikasi.

Selain itu, saksi juga ada
dari guru yang pernah dip-
injam KTP-nya. Namanya
dipinjam untuk kepentingan
Candra. Jumlah pinjaman-
nya Rp 900 juta. Padahal
penghasilan saksi Rp 4 juta.
Dia adalah saksi Wayan
Natih. Pinjaman sebesar
Rp 900 juta di BPR Ar tha
Kencana. Walau dia sebagai
guru dengan penghasilan
Rp 4 juta per bulan, dirinya
percaya dengan terdakwa
dapat mengembalikannya.
Saksi lainnya adalah Su-
tanJaya.

Dia juga dipinjam na-
manya untuk meminjam
uang sebesar Rp 400 juta.
Saksi yang juga staf bagian
umum di Pemkab Klung-
kung mengaku berpenghasi-
lan Rp 2,5 juta per bulan,
namun bersedia dipinjam
namanya oleh Candra.

Dari orang-orang yang
dipinjam namanya, ada
juga keponakannya yakni
Ni Made Sri Laksmini. Saksi
yang memiliki usaha sem-
bako ini, mengajukan kredit
sebesar Rp 180 juta. Saksi
mengaku mau dipinj am
namnya, karena C a ndra
adalah pamannya sendiri.

Keponakan terdakwa
yang lain, Gede Putra Per-
tama, juga mengaku dipin-
jam namanya untuk kepent-
ingan terdakwa. Bahkan,
keponakannya ini memberi-
kan jaminan tanah sawah
keluarga untuk mendapat-
kan pinjaman sebanyak Rp
650 juta. (kmb37)
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Setahun Dijatah Rp 30 Juta V
Dewan Pertanvakan
Anggaran Sidak
Singaraja (Bali Post) -

Inspeksi mendadak (sidak) sudah rutin dilakukan oleh wakil
rakyat terhormat di Buleleng. Sidak ini begitu sering dilakukan
oleh empat komisi atau oleh pimpinan DPRD Buleleng. Di tengal
gencamya dewan Buleleng melakukan sidak untuh menyikipi
isu atau pengaduan masyarakat. wakil rakvat pun kini memper-
tanlakan dukunga n dana operasionalyang disiapkan oleh piiak
kesekretanatan dewan. Anggaran ini dinilar masih mrnim dan
tidak sebanding dengan agenda sidak yang mereka lakulan.
- Hal inr lerungkap ketila rapat internal gabungan komisi
di DPRD Buleteng Kamis (24) lalu di ruang gahungan komisi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD.Bulelene iMadJAdi purna
'Wijaya dan Ketut Sumerdhana. fuenda rapit klrusus memba-
has masalah anggaran perjalanan dinas ini menqhadirkan Plt.
{epala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah IBPKAD.I
Sekkab Buleleng Bimantara. Dalam rapat itu. Ketua Komisi III
DPRD Buleleng Ni. Made Putri Nareni menegaskan. sejak duduk
menjadi wakil rakyat terhonnat berkalikali dia dan anggotanya
melaksanakar sidak ke lapangan. Selain karena mendipat pen-
gaduan dari wargd. agenda sidak oleh Komisi III untuhmense-
tahui pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh
pihak eksekutif. Di tengah padatnya agenda sidak, Nareni dan
anggota dewan-lairnya mempertanyakan dulungan dana op-
erasional sidak.'Anggaran sidak tahun 2015 dalarn bentuk dana
gelondongan sebesar Rp 30 juta. "Selama ini, kami berkali-kaLi
melakukan sidak ke lapangan. namun bprapa sebenarnya ang-
garan untuk sidak ini tidak dijelaskan hanya diketahui a nggaran-
nya setahun Rp 30 juta. Takutnya kalau kami terus melakukan
sidak nanti anggarannya tidak cukup," katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) I Gede Wisnawa, S.H. mensata-
kan, dalam DPA memang tidak disebut anggaran khusus untuk
sidak. Sementara yang ada anggaran untuk perjalanan dinas
dalam kabrrpaten. Dana ini seperti srdak. kunjungan kerja ke
SKPD atau ke wilayah kecamatan, dandengar pendapat. Untuk
sidak ini biaya ditanggung dari anggaran perjalanan dinas bagi
setiap anggota dewan yang meliputi biaya bahan bakar minyak
(BBM) untuk kendaraan dan biaya malan minum. Berdsarkan
rincian yang ada, urrtu.k perja.lanan dinas dalam wilayah Buleleng
nasing-masing komisi mendapat jatah 20 kali perjalanan dinas
dalam kabupateu. (kmb38)
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Sidang Kasus Korupsi Kehutanan V
TerdakwaAjus Divonis

Pery ara2,5 Tahun
Denpasar (BaliPost) -

Vonis hakim atas perkara dugaan korupsi dana hibah ke-
hutanan Kabupaten Karangasem jauh merosot dari tuntutan
JPU. Pada sidang dengan agenda putusan (vonis) Kamis (2/4)
lalu, terdakwa I Wayan Suradika alias Ajus divonis hukuman
penjara selama dua tahun enam bulan (2,b tahun), denda Rp
50 juta subsider 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar
pengganti kerugian negara Rp 759.600.000 subsider setahun
qenjara. Vonis ini jauh lebih ringan, karena sebelumnya ter-
dakwa dituntut empat tahun penjara. '

Ketua majelis hakim I Dewa Gde Suarditha bersama ha-
kim anggota Guntur dan Hartono menyatakan sesuai fakta
persidangan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPII)
Ditya Okto Tohari dkk. bahwa kedua terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana diatur
dala,m Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31-Tahun 1999 tentang
Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU
Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal
64 ayat 1 KHUP.

Hanya, setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan
yakni tidak memperhatikan larangan pemerintah yang gencar
melakukan pemberantasan korupsi, juga menghambat prcigram
pemerintah dalam bidang kehutanan: serta hal meringankan
yakni bersifat sopan dalam persidangan, majelis hakim tidak
sependapat dengan besarnya hukuman yang dituntutkan JPU,
sehingga vonis hukuman lebih ringan. Kuasa hukum terdakwa, I
Gede Putu Bimantara Putra dan I Ketut Bakuh, Jumat (3/4) ke-
marin yang di,konfirmasi via ponsel menyatakan pikir-pikir.

Sementara vonis I Gede Sandi juga menurun dari tuntutan,
yakni 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3
bulan, tanpa harus membayar uang pengganti kerugian negara.
Terdakwa yang saat pembacaan putusan tidak didampingi
kuasa hukumnya menyatakan pilir-pikir. Dia sebelumnya di-
tuntut hukuman dua tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta
subsider 6 bulan oleh JPU dari Kejari Amlapura. (kmb37)
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